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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil dari penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Doxing sebagai suatu kejahatan sudah diatur dalam undang-undang di 

berbagai negara. Seperti di Indonesia suatu tindakan dapat dikatakan 

sebagai Doxing sesuai UU PDP jika seseorang secara melawan hukum 

mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Malaysia berdasarkan 

PDPA 2010 seseorang dilarang secara sengaja atau sembarangan tanpa 

persetujuan pengguna data mengadakan pengungkapan data pribadi kepada 

orang lain yang dipegang oleh pengguna data. Di Singapura dalam PDPA 

2012 tindakan individu yang menyebabkan terungkapnya data pribadi orang 

lain. Sedangkan di Thailand pada PDPA 2019 merupakan pengungkapan 

data pribadi tanpa persetujuan pemilik data.  

2. Penjatuhan sanksi terhadap Doxing di Indonesia diatur dalam UU PDP 

dalam Pasal 67 Ayat (2) dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun 

dan denda paling banyak 4 milyar. Di Malaysia dalam PDPA 2010 dalam 

Pasal 130 mengaur terkait pengungkapan data pribadi tanpa izin subjek data 

yang dapat dihukum penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 

lima ratus ribu ringgit. Di Thailand undang-undang terkait perlindungan 

data pribadi diatur dalam Akta Perlindungan Data Pribadi 2019 dimana 

dalam Pasal 79 pengungkapan data pribadi milik orang lain dapat dikenakan   

hukuman penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal 1 juta baht.  



B. Saran  

 Berdasarkan simpulan terhadap perbandingan peraturan yang terdapat 

di Indonesia, Malaysia Singapura dan Thailand terkait tindak pidana Doxing, 

terdapat beberapa saran yang dapat diambil: 

1. Pemerintah Indonesia sebaiknya delik terkait Doxing dapat dijelaskan 

secara jelas dan terperinci rinci mengenai bentuk-bentuk pengungkapan 

data apa saja yang dapat dikenakan sanksi pidana sehingga target pelaku 

yang ditujukan menjadi jelas. 

2. Pemerintah Indonesia dapat membentuk lembaga atau badan yang secara 

khusus menangani permasalahan terkait data pribadi berdasarkan UU PDP. 

Pera pembentuk kebijakan dalam hal ini lembaga legislatif yang membuat 

peraturan perundang-undangan harus rutin secara berkala mengkaji serta 

memperbarui peraturan yang ada agar dapat sesuai dengan perkembangan 

zaman. Hal ini untuk memastikan mengenai sanksi yang ada dapat secara 

efektif menangani kejahatan Doxing. selanjutnya pemerintah dapat 

memperkuat upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

terkait pentingnya menjaga dan kerahasiaan data pribadi serta mencegah 

terjadinya Doxing.  
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